BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1.

5.2 Saran

Peraturan Mahmakah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP merupakan sebuah
pedoman bagi para hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di nyatakan
bahwa pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan di bawah Rp. 2,5 Juta
sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP
dalam proses beracaranya tidak masuk dalam proses beracara seperti halnya
perkara biasa melainkan masuk tindak pidana ringan yang proses beracaranya
memerlukan acara cepat. Dari sisi analisis hukum Peraturan Mahkmah Agung
tersebut merupakan tonggak utama bagi hakim dalam memutus suatu perkara
tindak pidana ringan

Adapun implementasi Peraturan Mahkamah Agung itu terhadap putusan hakim itu
sendiri, sudah maksimal karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut sangat
membantu pihak hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana ringan

sekaligus untuk memenubhi rasa keadilan.

1. Sebaiknya Peraturan Mahkamah Agung tersebut di tingkatkan menjadi Undang-

undang, sehingga dasar yang di pakai hakim lebih kuat dalam menjatuhkan putusan.

2. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian

Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebaiknya lebih di

tingkatkan kepada para penegak hukum agar tidak terjadi kesalahpaham bahwa
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Peraturan yang di keluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut bertentangan dengan

Undang-undang.
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